ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya pada
perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang kemudian dibatalkan
oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024. Penelitian ini
bertujuan menganalisis pertimbangan hakim terkait pertanggungjawaban pidana
terdakwa ditinjau dari hukum pidana dan kriminologi serta pertimbangan hakim
dalam memberikan keadilan bagi korban melalui alat bukti yang sah dan
pertimbangan hukum persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah
yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder
yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan arsip dokumen. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas karena
menemukan kekeliruan penerapan hukum oleh judex facti dalam menilai alat bukti
dan unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana terdakwa didasarkan pada
terpenuhinya unsur tindak pidana dan adanya kesalahan. Sebagai judex juris,
Mahkamah Agung mengoreksi penerapan hukum tanpa memeriksa ulang fakta
persidangan. Pertimbangan tersebut memberikan keadilan bagi korban melalui
pengakuan terhadap fakta kekerasan dan akibat yang dialami korban berdasarkan
alat bukti yang sah sebagai dasar pertanggungjawaban pidana terdakwa. Namun,
tidak dikabulkannya restitusi menunjukkan bahwa keadilan bagi korban tidak hanya
berkaitan dengan pemidanaan, tetapi juga mencakup pemulihan atas kerugian yang
dialami korban.
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